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Abstract. The purpose of this study was to find out the implementation of the Specific Time Work
Agreement (PKWT) and the factors causing the implementation of the Specific Time Work Agreement
(PKWT) without transparency in the provision of work agreements to workers at ID Express Jimbaran.
The normative research method was used in this research with a statutory approach, a historical
approach to compare with a conceptual approach. This study also uses legal materials such as primary,
secondary, and tertiary legal materials. The results of this study indicate that the procedure for
implementing a Specific Time Work Agreement (PKWT) carried out by ID Express Jimbaran is not in
accordance with Article 59 paragraph (1) and paragraph (3) of Law no. 13 of 2003 concerning
Manpower. Internal factors causing the lack of transparency in the implementation of the Specific Time
Work Agreement (PKWT) at ID Express Jimbaran are the quality and behavior of human resources,
organizational culture, and management policies and practices. Meanwhile, the external factors causing
the absence of transparency in the implementation of the Specific Time Work Agreement (PKWT) at ID
Express Jimbaran are government and customer policies.

Keywords: Transparency of Work Agreements, PKWT, Delivery Services

Abstrak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
dan faktor penyebab dilaksanakannya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tanpa transparansi
pemberian perjanjian kerja pada pekerja di ID Express Jimbaran. Metode penelitian normatif digunakan
pada penelitian kali ini dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah guna
membandingkan dengan pendekatan konseptual. Pada penelitian ini juga menggunakan bahan hukum
seperti bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
prosedur pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dilakukan oleh ID Express
Jimbaran belum sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan. Faktor-faktor internal penyebab tidak adanya transparansi dalam pelaksanaan
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di ID Express Jimbaran adalah kualitas dan perilaku sumber
daya manusia, budaya organisasi, serta kebijakan dan praktik manajemen. Sedangkan faktor-faktor
eksternal penyebab tidak adanya transparansi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
(PKWT) di ID Express Jimbaran adalah kebijakan pemerintah dan pelanggan.

Kata Kunci: Transparansi Perjanjian Kerja, PKWT, Jasa Pengiriman
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PENDAHULUAN

Hubungani antari pekerjai sertai pengusahai dii dasarkani padai kesepakatani

yangi telahi direncanakani dani secarai tertulisi yangi kemudiani dii sebuti perjanjiani

untuki kerja.i Perjanjiani kerjai itui ialahi perjanjiani pekerjaani dii manai pihaki yangi

pertama,i yaitui buruh,i melakukani peningkatani dirii untuki dii bawahi arahani pihaki

lainnya,i simajikan,i padai sebuahi waktui yangi sudahi ditetakan,i menjalankani

pekerjaani untuki nerimai upah.1

Perkembangani padai masai ekonomii globali sertai tingkati majunyai teknologii

yangi sangati pesati membawakani menyebabkani saingani usahai yangi sangati ketat.i

Persaingani bisnisi globali yangi semakini ketati dani cepati inii yangi menentukani

ketangguhani sebuahi perusahaani dalami menciptakani efisiensii agari dapati bersaingi

secarai sehati agari mempertahankani kelangsungani hidupnya.i Padai regulasii

perundang-undangani terkhususnyai Undang-Undangi No.i 13i Tahuni 2003i Mengenaii

Ketenagakerjaani padai hakikatnyai sudahi dii berikani perlindungani untuki suatui

tenagai kerjai padai pekerja,i yangi adalahi pemikirani mendasari yangi secarai lebihi

lanjutnyai tentenagi pembangunani ketenagakerjaan.2

Satui diantarai contohnyai darii perlindungani hukumi tersebuti ialahi

terdapatnyai sebuahi perjanjiani yangi mengikutsertakani antari yangi memberii kerjai

sertai yangi bekerjai dengani carai terang-terangan.i Hubungani kerjai ialahi interaksii

antari pekerjai dengani yangi memberikani pekerjaani sesudahi terdapatnyai perjanjiani

kerja.i Padai Undang-Undangi Ketenagakerjaani No.i 13i Tahuni 2003,i Pasali 1i angkai

15i disebutkani bahwai hubungani kerjai ialahi hubungani antari pengusahai dengani

pekerjanya/buruhnyai bersumberi darii perjanjiani pekerjaani yangi memilikii unsuri

kerja,i upah,i sertai arahan.3

Mengacui padai Undang-Undangi Ketenagakerjaani perjanjiani kerjai terbagii

jadii 2i bagiani yaknii PKWTi (Perjanjiani Kerjai Waktui Tidaki Tertentu)i sertai

PKWTi (Perjanjiani Kerjai Waktui Tertentu)i adalahi jenisi kontraki kerjai sertai

perusahaan.i Umumnyai perjanjiani kontraki kerjai antarai pemberii kerjai dani

perkerjai dii Indonesiai cukupi beragam,i baiki yangi disepakatii secarai lisan/tulisani

antari pekerjai sertai yangi memberikani pekerjaani padai periodei yangi telahi

1Sri Budiani Gultom, 2005, Aspek Hukum Hubungan Industrial, Hecca Mitra Utama, Jakarta, hlm. 90.
2Laksanto Utomo, 2015, Model Outsource di Indonesia, Media Kampus Indonesia, Jakarta, hlm. 4.
3Maimun, 2007, Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 44.
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disepakatii atupuni belumi pasti.i Segalai bentuki haki dani kewajibani akani

dicantumkani dalami kesepakatani ataui kontraki kerjai yangi haruslahi dii penuhii darii

pemberii kerjai dani pekerja.

Rumusani Masalah

Berdasarkani latari belakangi dalami penelitiani inii dapati dirumuskani

masalahi sebagaii berikut:

1. Bagaimanai pelaksanaani Perjanjiani Kerjai Waktui Tertentui (PKWT)i padai

kantori cabangi IDi Expressi Jimbaran?

2. Apai sajai faktori penyebabi dilaksanakannyai Perjanjiani Kerjai Waktui

Tertentui (PKWT)i tanpai transparansii pemberiani perjanjiani kerjai padai

pekerjai dii IDi Expressi Jimbaran?

Tujuani Penulisan

Terdapati 2i (dua)i tujuani darii pengupayaani penelitiani yangi diharapkani

sesuaii dengani rumusani masalah,i yakni:

1. Untuki mengetahuii pelaksanaani perjanjiani kerjai waktui tertentui padai

kantori cabangi IDi Expressi Jimbaran.

2. Untuki mengetahuii faktori penyebabi dilaksanakannyai Perjanjiani Kerjai

Waktui Tertentui (PKWT)i tanpai transparansii pemberiani perjanjiani kerjai

padai pekerjai dii IDi Expressi Jimbaran.

METODEI PENELITIAN

Metodei penelitiani normatifi digunakani padai penelitiani kalii inii dengani

pendekatani perundang-undangan,i pendekatani sejarahi gunai membandingkani

dengani pendekatani konseptual.i Padai penelitiani inii jugai menggunakani bahani

hukumi sepertii bahani hukumi primer,i sekunder,i dani bahani hukumi tersier.

HASILI DANI PEMBAHASAN

Proseduri Pembuatani Perjanjiani Kerjai Waktui Tertentui padai IDi Expressi

Jimbaran

Berbedai dengani kontraki padai umumnyai yangi membebaskani parai pihaki

untuki mengaturi isinya,i Perjanjiani Kerjai Waktui Tertentui (PKWT)i diaturi secarai

spesifiki dalami undang-undang.i Hali inii dilakukani untuki melindungii hak-haki
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pekerjai dani mengurangii adanyai ketimpangani antarai pekerjai dengani perusahaan.i

Sehinggai untuki menghindarii kesalahani yangi biasai dilakukani olehi perusahaan,i

makai IDi Expressi Jimbarani harusi melaksanakani proseduri tertentui untuki dapati

membuati Perjanjiani Kerjai Waktui Tertentui (PKWT)i dengani baik.i Mengacui

kepadai jenis-jenisi Perjanjiani Kerjai Waktui Tertentui (PKWT)i sesuaii dengani

Peraturani Pemerintahi No.i 35i Tahuni 2021i Tentangi Perjanjiani Kerjai Waktui

Tertentu,i Alihi Daya,i Waktui Kerjai dani Waktui Istirahat,i dani Pemutusani

Hubungani Kerjai diketahuii bahwai dalami hali inii IDi Expressi Jimbarani

menggunakani 2i (dua)i jenisi Perjanjiani Kerjai Waktui Tertentui (PKWT)i yangi telahi

diuraikan.i Jenisi Perjanjiani Kerjai Waktui Tertentui (PKWT)i yangi diterapkani olehi

IDi Expressi Jimbaran,i yaitu:

1. IDi Expressi Jimbarani melakukani Perjanjiani Kerjai Waktui Tertentui

(PKWT)i berdasarkani jangkai waktui berlakui maksimali 5i tahuni dani

perjanjiani inii dapati diperpanjangi beberapai kalii apabilai targeti pekerjaani

yangi dilaksanakani belumi selesai,i khususnyai bagii kuriri yangi melakukani

pengirimani dengani ketentuani jangkai waktui perpanjangani tidaki melebihii

waktui yangi sudahi ditentukani diawal.

2. IDi Expressi Jimbarani melakukani Perjanjiani Kerjai Waktui Tertentui

(PKWT)i berdasarkani targeti suatui pekerjaani tertentui atasi kesepakatani parai

pihaki terkaiti dalami perjanjian.i Khususnyai dalami hali jasai pengirimani ataui

kuriri yangi diperjanjikani dalami Perjanjiani Kerjai Waktui Tertentui (PKWT)i

belumi dapati diselesaikani ataui kuriri belumi mampui mengirimi seluruhi

barangi sesuaii dengani targeti ataui jangkai waktui yangi sudahi ditentukan,i

makai akani dilakukani perpanjangani sampaii batasi waktui tertentui hinggai

selesainyai pengiriman.4

Perjanjiani Kerjai Waktui Tertentui (PKWT)i adalahi sebuahi istilahi perjanjiani

kerjai yangi dilakukani antarai pekerjai dengani perusahaan,i untuki melakukani

hubungani kerjai dalami kuruni waktui tertentu,i ataui kuruni waktui yangi telahi

ditentukani bersama.i Hali inii sepertii yangi ditulisi dalami Putusani Menterii Tenagai

Kerjai dani Transmigrasii No.i 100/MEN/IV/2004i Tentangi Pelaksanaani Perjanjiani

Kerjai Waktui Tertentu.i Isii darii perjanjiani Perjanjiani Kerjai Waktui Tertentui

4Mohyi, 2013, Teori dan Perilaku Organisasi, UMM Press, Malang, hlm. 77.
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(PKWT)i adalahi membahasi aturani individuali tentangi hubungani yangi terjadii

antarai pekerjai dengani perusahaani ataupuni pengusaha,i misalnyai mengenaii posisii

dani jabatan,i gajii pokoki ataui upahi yangi akani diterima,i fasilitasi dani tunjangani

yangi akani diberikani saati bekerja,i sertai hali laini yangi fungsinyai untuki mengaturi

hubungani kerjai ataui kontraki kerjai antarai pekerjai dani perusahaan.i Namuni

demikiani Perjanjiani Kerjai Waktui Tertentui (PKWT)i wajibi dicatatkani kei Dinasi

Ketenagakerjaan,i karenai secarai hukumi Perjanjiani Kerjai Waktui Tertentui (PKWT)i

harusi dicatatkani kei instansii yangi bertanggungi jawabi dibidangi ketenagakerjaani

sesuaii dengani Pasali 59i ayati (1)i Undang-Undangi No.i 13i Tahuni 2003i Tentangi

Ketenagakerjaan,i yaitui perjanjiani kerjai dalami ayati inii dicatatkani kei instansii

yangi bertanggungi jawabi dibidangi ketenagakerjaan.i Sehinggai dalami hali inii IDi

Expressi Jimbarani seharusnyai melakukani proseduri yangi sesuaii dengani undang-

undangi tersebut,i diantaranya:

1. Merancangi ataui mengisii Perjanjiani Kerjai Waktui Tertentui (PKWT)

Perusahaani perlui mengaturi seluruhi isii dalami Perjanjiani Kerjai Waktui

Tertentui (PKWT)i sesuaii dengani Pasali 54i Undang-Undangi No.i 13i Tahuni

2003i Tentangi Ketenagakerjaani yangi dibuati secarai tertulisi dani harusi

mengaturi ataui memuati beberapai hal-hali berikut:

a. Nama,i alamati perusahaan,i dani jenisi usaha

b. Nama,i jenisi kelamin,i umur,i dani alamati karyawan

c. Jabatani ataui jenisi pekerjaan

d. Tempati pekerjaan

e. Besarani upahi dani carai pembayarannya

f. Syarat-syarati kerjai yangi memuati haki dani kewajibani pengusahai dani

karyawan

g. Mulaii dani jangkai waktui berlakunyai kontraki kerja

h. Tempati dani tanggali kontraki kerjai dibuat

i. Tandai tangani olehi parai pihaki dalami kontraki kerja.

2. Menyesuaikani haki dani kewajibani dalami Perjanjiani Kerjai Waktui Tertentui

(PKWT)

Haki dani kewajibani tersebuti antarai laini meliputii remunerasi,i cuti,i maupuni

benefiti lainnyai yangi diaturi sesuaii kesepakatani parai pihak.i Namuni dalami
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tahapi inii perusahaani harusi benar-benari mengetahuii bahwai haki dani

kewajibani yangi diaturi telahi sesuaii dengani kebutuhani perusahaani dengani

tetapi memastikani bahwai haki dani kewajibani tersebuti sesuaii dengani

peraturani yangi berlaku.

3. Mencatatkani Perjanjiani Kerjai Waktui Tertentui (PKWT)i kei Dinasi

Ketenagakerjaan

Pengusahai ataui perusahaani yangi dalami hali inii selakui pemohoni datangi

menujui pelaksanai administrasii pencatatani Perjanjiani Kerjai Waktui Tertentui

(PKWT)i dii Dinasi Ketengakerjaani setempati dengani membawai berkasi

permohonani pencatatani Perjanjiani Kerjai Waktui Tertentui (PKWT)i sesuaii

dengani persyaratani yangi telahi ditentukani untuki mendapatkani lembari

tandai buktii pencatatani Perjanjiani Kerjai Waktui Tertentui (PKWT).5

Namuni padai faktanyai saati inii pihaki IDi Expressi Jimbarani seringi sekalii

tidaki memberikani keseluruhani naskahi aslii tersebuti kepadai caloni pekerjai ataui

karyawan.i Karenai hali tersebuti membuati karyawani tidaki dapati melakukani protesi

kepadai perusahaani apabilai suatui waktui adai hal-hali yangi dirasai tidaki sesuaii

dengani perjanjiani yangi dibuati dani ditandatangani.i Beberapai hali yangi

diungkapkani olehi salahi satui pekerjai ataui karyawani yangi sayai wawancarii

mengenaii pemberiani rangkapi aslii perjanjiani PKWTi dimanai sayai bertanyai secarai

langsungi kepadai karyawani yangi bernamai Ekai dani Rico.i Ekai yangi berprofesii

sebagaii administrasii dii idi expressi yangi sudahi berkerjai selamai duai tahuni dii

expressi bahwasannyai rangkapi aslii darii perjanjiani kerjanyai tidaki diberikani samai

sekalii kepadanya.6i Sedangkani Ricoi yangi berprofesii sebagaii kuriri dii idi expressi

yangi barui bekerjai selamai duai bulani hanyai diberikani perjanjiani kerjai olehi

perusahaani dalami bentuki softcopyi dani sudahi berusahai berkomunikasii dengani

pihaki perusahaani untuki memintai rangkapi aslii darii perjanjiani kerjai akani tetapii

tetapi tidaki diberikani rangkapi aslii perjanjiani kerjai olehi perusahaan.7i Adapuni

untuki konsekuensii hukumi apabilai Perjanjiani Kerjai Waktui Tertentui (PKWT)i ataui

pekerjai kontraki tidaki diberikani rangkapi aslii darii perjanjiani kerjai sesuaii Pasali

54i ayati (3)i Undang-Undangi No.13i Tahuni 2003i Tentangi Ketenagakerjaan,i yaitui

5Ibid.
6Hasili Wawancarai dengani Ekai Karyawani IDi Expressi Jimbarani padai 21i Septemberi 2022
7i Ibid.
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apabilai perjanjiani kerjai untuki waktui tertentui tidaki memenuhii ketentuani

sebagaimanai dimaksudi padai Pasali 54i makai terjadii pelanggarani haki terhadapi

pekerjai PKWT.

Faktori Internali dani Eskternali Penyebabi Pelaksanaani Perjanjiani Kerjai

Waktui Tertentui (PKWT)i Tanpai Transparansii dii IDi Expressi Jimbaran

Faktori internali penyebabi tidaki adanyai transparansii dalami pelaksanaani

Perjanjiani Kerjai Waktui Tertentui (PKWT)i dii IDi Expressi Jimbarani terkaiti

dengani efektivitasi perusahaan,i dimanai dalami hali inii terdapati beberapai faktori

internali yangi mempengaruhii efektivitasi darii suatui perusahaani dalami menjalankani

seluruhi aktivitasnya.8i Terkaiti dengani teorii tersebut,i adapuni faktor-faktori internali

penyebabi tidaki adanyai transparansii dalami pelaksanaani Perjanjiani Kerjai Waktui

Tertentui (PKWT)i dii IDi Expressi Jimbarani adalahi sebagaii berikut:

1. Kualitasi dani perilakui sumberi dayai manusia

Meskipuni darii segii kualitasi kerjai karyawani dii IDi Expressi Jimbarani

cukupi baik,i namuni darii segii pengetahuani terkaiti Undang-Undangi No.i 13i

Tahuni 2003i Tentangi Ketenagakerjaani sangati minim,i sehinggai meskipuni

perusahaani tidaki transparani dalami melaksanakani Perjanjiani Kerjai Waktui

Tertentui (PKWT),i tidaki menjadii masalahi bagii beberapai karyawani yangi

bekerjai dii IDi Expressi Jimbaran.

1. Budayai organisasi

Budayai organisasii IDi Expressi Jimbarani menganuti tipei budayai organisasii

yangi terbukai dani partisipatif,i hali inii ditandaii dengani adanyai pencapaiani

tujuani yangi lebihi tinggii dani rasai salingi percayai antari pekerjai ataui

karyawan,i sehinggai tidaki pernahi terpikiri kecurigaani padai sesuatui hali

yangi dapati merugikani bagii karyawani dalami bekerja,i termasuki dalami

Perjanjiani Kerjai Waktui Tertentui (PKWT).i Karenai budayai organisasii yangi

sepertii ini,i setiapi karyawani merasai bahwai perusahaani selalui terbukai akani

seluruhi informasii yangi ada.

2. Kebijakani dani prakteki manajemen

Berbandingi terbaliki dengani budayai organisasii dii IDi Expressi Jimbaran,i

padai praktiknyai manajemeni perusahaani menerapkani kebijakani yangi

8Mohyi, Op cit., hlm. 77.
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merahasiakani beberapai informasii pentingi terkaiti rahasiai perusahaani padai

pekerjai ataui karyawannya,i khususnyai tentangi Perjanjiani Kerjai Waktui

Tertentui (PKWT).i Sehinggai sebagiani besari karyawani tidaki mengetahuii

bahwai Perjanjiani Kerjai Waktui Tertentui (PKWT)i yangi dibuati olehi

perusahaani jarangi sekalii dii daftarkani kei Dinasi Ketenagakerjaani setempati

dani jarangi sekalii karyawani melihati naskahi aslii darii Perjanjiani Kerjai

Waktui Tertentui (PKWT)i yangi sudahi dibuat.

Melansiri darii faktor-faktori internali tersebut,i makai dapati disimpulkani

bahwai akibati darii kualitasi sumberi dayai manusiai yangi rendahi dalami

pengetahuani perundang-undangani dani budayai organisasii yangi terbukai dani

partisipatif,i membuati sebagiani besari karyawani tidaki mengetahuii dani tidaki

pernahi mencarii tahui sepertii apai kebijakani manajemeni yangi sebenarnyai dani

bagaimanai penerapannya,i khususnyai dalami melaksanakani Perjanjiani Kerjai Waktui

Tertentui (PKWT).i Hali yangi tidaki jauhi berbedai jugai diungkapkani olehi salahi

satui pekerjai ataui karyawani yangi mengetahuii pelanggarani dalami pelaksanaani

Perjanjiani Kerjai Waktui Tertentui (PKWT)i dii IDi Expressi Jimbaran.i Pelanggarani

terhadapi Perjanjiani Kerjai Waktui Tertentui (PKWT)i disebabkani olehi duai faktori

utama,i yaknii faktori kelalaiani dani faktori pemaksaan.i Faktori kelalaiani terjadii

ketikai salahi satui pihaki tidaki melakukani hal-hali berupai kewajibani yangi

diperlukani dalami perjanjiani kerjai secarai sengajai ataui dengani kesadaran.

Kemudiani faktori pemaksaani terjadii ketikai salahi satui pihaki tidaki mampui

memenuhii perjanjiani disebabkani karenai hali ataui peristiwai yangi bukani

kesalahannya.i Artinyai dalami hali inii Perjanjiani Kerjai Waktui Tertentui (PKWT)i

yangi dilakukani olehi IDi Expressi Jimbarani hanyai sepihak.i Bagii perusahaani

sendirii menganggapi bahwai jikai dibandingkani secarai langsung,i memakaii pekerjai

dengani sistemi Perjanjiani Kerjai Waktui Tertentui (PKWT)i jauhi lebihi efisiseni

dibandingi dengani memakaii pekerjai dengani sistemi Perjanjiani Kerjai Waktui Tidaki

Tertentui (PKWTT).i Karenai untuki pekerjai dengani sistemi Perjanjiani Kerjai Waktui

Tertentui (PKWT)i perusahaani tidaki perlui untuki memikirkani berbagaii tunjangani

dani berbagaii kegiatani untuki pelatihani ataui pendidikani dani sebagainya.9

9Hasili Wawancarai dengani Ricoi Karyawani IDi Expressi Jimbarani padai 21i Septemberi 2022
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Karenai tidaki adanyai transparansii dani faktor-faktori internali tersebuti dalami

pelaksanaani Perjanjiani Kerjai Waktui Tertentui (PKWT),i makai sudahi pastii akani

adai banyaki konsekuensii dii kemudiani harii yangi bisai sajai dihadapii olehi masing-

masingi pihak,i terutamai terjadinyai sengketai akibati tidaki adanyai transaparansi.i

Sebagaii konsekuensii darii sebuahi perjanjian,i sengketai adalahi hali umumi yangi

seringi terjadii sebagaii akibati darii adanyai sebuahi perjanjian.i Begitupulai dengani

Perjanjiani Kerjai Waktui Tertentui (PKWT)i yangi dibuati olehi IDi Expressi

Jimbaran.i Perjanjiani Kerjai Waktui Tertentui (PKWT)i menciptakani hubungani

industrial,i apabilai perjanjiani tersebuti dapati terpenuhii dani terlaksanai dengani baik,i

makai tidaki akani pernahi terjadii perihali yangi disebuti sebagaii sengketa.10

Sesuaii dengani Pasali 103i Undang-Undangi No.i 13i Tahuni 2003i Tentangi

Ketenagakerjaani yangi menjelaskani bahwai hubungani industriali dapati dilaksanakani

ataui terciptai melaluii saranai serikati pekerja/serikati buruh,i organisasii pengusaha,i

lembagai kerjasamai bipartit,i lembagai kerjasamai tripartit,i peraturani perusahaan,i

perjanjiani kerjai bersama.i peraturani perundang-undangani ketenagakerjaan,i dani

lembagai penyelesaiani perselisihani hubungani industrial.

Berdasarkani Perjanjiani Kerjai Waktui Tertentui (PKWT)i yangi dibuati olehi

IDi Expressi Jimbarani diketahuii bahwai tugasi masing-masingi pihaki terkaiti dalami

melaksanakani hubungani industriali melaluii perjanjiani tersebuti sesuaii dengani

Pasali 102i Undang-Undangi No.i 13i Tahuni 2003i Tentangi Ketenagakerjaani bahwai

tugasi masing-masingi pihaki adalahi sebagaii berikut:

1. Pemerintah

Menetapkani kebijakan,i memberikani pelayanan,i melaksanakani pengawasan,i

dani melakukani penindakani terhadapi pelanggarani peraturani perundang-

undangani ketenagakerjaan.i Dalami hali inii selakui perusahaan,i IDi Expressi

membuati Perjanjiani Kerjai Waktui Tertentui (PKWT)i kemudiani

mencatatkannyai kei Dinasi Ketenagakerjaani setempat,i sehinggai pemerintahi

memilikii perani pentingi dalami hali ini,i bukani hanyai sekedari wacanai

dalami peraturani perundang-undangani saja,i namuni jugai penerapani dalami

pengawasannya.

10Hasili Wawancarai dengani Ferryi Timi Manajemeni dani Personaliai IDi Expressi Jimbarani padai 16i
Agustusi 2022
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2. Pekerjai dani serikati pekerja

Menjalankani pekerjaani sesuaii dengani kewajibannya,i menjagai ketertibani

demii kelangsungani produksi,i menyalurkani aspirasii secarai demokratis,i

mengembangkani keterampilan,i dani keahliannyai sertai ikuti memajukani

perusahaani dani memperjuangkani kesejahteraani anggotai besertai

keluarganya.i Dalami hali inii pekerjai ataui karyawani IDi Expressi Jimbarani

melaksanakani seluruhi aturani yangi sudahi ditetapkani dalami Perjanjiani

Kerjai Waktui Tertentui (PKWT)i dani harusi memahamii haki sertai

kewajibannyai sebagaii pekerja.

3. Pengusahai ataui perusahaan

Menciptakani kemitraan,i mengembangkani usaha,i memperluasi lapangani

kerja,i dani memberikani kesejahteraani pekerjai secarai terbuka,i demokratis,i

dani berkeadilan.i Dalami hali inii perusahaani IDi Expressi Jimbarani

melaksanakani seluruhi tanggungjawabnyai sebagaii pengusahai ataui pemberiai

kerjai sesuaii dengani Perjanjiani Kerjai Waktui Tertentui (PKWT)11

Olehi karenai itui sudahi dapati dipastikani bahwai seluruhi ketentuani yangi

diterapkani olehi IDi Expressi Jimbarani harusi mencerminkani isii darii Perjanjiani

Kerjai Waktui Tertentui (PKWT).i Karenai perjanjiani inilahi yangi mendasarii

lahirnyai hubungani kerjai dengani katai laini haki dani kewajibani pekerjai dani

pengusahai ataui perusahaani sebagaimanai diuraikani dalami undang-undangi yangi

berlakui dii Indonesiai dani harusi dituangkani dalami Perjanjiani Kerjai Waktui

Tertentui (PKWT).i Apabilai terjadii sengketai ataui perselisihan,i makai hali utamai

yangi harusi dipegangi teguhi adalahi bahwai dalami menyelesaikani sengketai sedapati

mungkini jangani sampaii terjadii pemutusani hubungani kerja.i Karenai umumnyai

sengketai yangi seringi terjadii dii IDi Expressi Jimbarani adalahi pertentangani antarai

peraturani perusahaani ataui dengani pekerjai akibati ketidaksesuaiani pendapati

mengenaii hubungani kerja,i syarat-syarati kerja,i dani kondisii pekerjaani sebenarnya.12

Pasali 1i angkai (1)i Undang-Undangi No.i 2i Tahuni 2004i Tentangi

Penyelesaiani Hubungani Industriali menyebuti perselisihani hubungani industriali

adalahi perbedaani pendapati yangi mengakibatkani pertentangani antarai pengusahai

ataui gabungani pengusahai dengani pekerja/buruhi ataui serikati pekerja/serikati buruhi

11Ibid.
12Ibid.
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karenai adanyai perselisihani mengenaii hak,i perselisihani kepentingan,i perselisihani

pemutusani hubungani kerja,i dani perselisihani antari serikati pekerja/serikati buruhi

dalami satui perusahaan.

Meninjaui darii undang-undangi tersebut,i perselisihani ataui sengketai yangi

terjadii dii IDi Expressi Jimbarani antarai pekerjai ataui karyawani dengani pengusahai

ataui perusahaani umumnyai adalahi terkaiti dengani hak,i kepentingan,i dani

ketidaksesuaiani pelaksanaani Perjanjiani Kerjai Waktui Tertentui (PKWT).13i Hal-hali

tersebuti jugai dijelaskani dalami Undang-Undangi No.i 2i Tahuni 2004i Tentangi

Penyelesaiani Hubungani Industriali sebagaii berikut:

1. Perselisihani hak

Pasali 1i angkai (2)i Undang-Undangi No.i 2i Tahuni 2004i Tentangi

Penyelesaiani Hubungani Industriali menjelaskani bahwai perselisihani haki

adalahi perselisihani yangi timbuli karenai tidaki dipenuhinyai hak,i akibati

adanyai perbedaani pelaksanaani ataui penafsirani terhadapi ketentuani

peraturani perundang-undangan,i perjanjiani kerja,i peraturani perusahaan,i ataui

perjanjiani kerjai bersama.i Dalami hali inii pekerjai ataui karyawani darii IDi

Expressi Jimbarani cukupi banyaki yangi merasakani bahwai haki yangi

seharusnyai dapati dipenuhii olehi perusahaani terhadapi pekerjai sesuaii

dengani Perjanjiani Kerjai Waktui Tertentui (PKWT)i jarangi sekalii dapati

dipenuhi,i sepertii haki untuki mengambili cutii ataui libur.

2. Perselisihani kepentingan

Pasali 1i angkai (3)i Undang-Undangi No.i 2i Tahuni 2004i Tentangi

Penyelesaiani Hubungani Industriali menjelaskani bahwai perselisihani

kepentingani adalahi perselisihani yangi timbuli dalami hubungani kerjai karenai

tidaki adanyai kesesuaiani pendapati mengenaii pembuatan,i dan/ataui

perubahani syarat-syarati kerjai yangi ditetapkani dalami perjanjiani kerja,i ataui

peraturani perusahaan,i ataui perjanjiani kerjai bersama.i Dalami hali inii

pekerjai ataui karyawani darii IDi Expressi Jimbarani cukupi banyaki yangi

merasakani bahwai perusahaani terlalui mengutamakani haki dani

kepentingannyai sendirii daripadai haki pekerjai ataui karyawani dani hali inii

13Ibid.
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dirasai tidaki sesuaii dengani Perjanjiani Kerjai Waktui Tertentui (PKWT),i

sehinggai perselisihani ataui sengketai inii seringi terjadi.

3. Perselisihani antari pekerja

Pasali 1i angkai (5)i Undang-Undangi No.i 2i Tahuni 2004i Tentangi

Penyelesaiani Hubungani Industriali menjelaskani bahwai perselisihani antari

pekerjai adalahi perselisihani antarai serikati pekerja/serikati buruhi dengani

serikati pekerja/serikati buruhi laini hanyai dalami satui perusahaani karenai

tidaki adanyai persesuaiani pahami mengenaii keanggotaan,i pelaksanaani hak,i

dani kewajibani keserikatpekerjaan.i Dalami hali inii pekerjai ataui karyawani

darii IDi Expressi Jimbarani cukupi banyaki yangi merasakani bahwai

perusahaani kurangi adili dalami memberikani haki dani menunaikani

kewajibannyai kepadai pekerjai ataui karyawani dani hali inii tidaki sesuaii

dengani Perjanjiani Kerjai Waktui Tertentui (PKWT),i sehinggai membuati

terjadinyai perselisihani antari pekerja.14

Faktori eksternali penyebabi tidaki adanyai transparansii dalami pelaksanaani

Perjanjiani Kerjai Waktui Tertentui (PKWT)i dii IDi Expressi Jimbarani terkaiti

dengani efektivitasi perusahaan,i dimanai dalami hali inii terdapati beberapai faktori

eksternali yangi mempengaruhii efektivitasi darii suatui perusahaani dalami

menjalankani seluruhi aktivitasnya.i Berdasarkani teorii efektivitas,i pelaksanaani suatui

keputusani ataui aturani dalami sebuahi perusahaani dipengaruhii olehi beberapai

faktori ektsternali sepertii perilakui darii lingkungani luari organisasii yangi meliputii

keadaani perekonomian,i kebijakani pemerintah,i politik,i sosiali budaya,i pelanggan,i

dani sebagainya.i Faktori eksterni adai yangi dapati dikontroli (controlable),i adai pulai

yangi tidaki dapati dikontroli (uncontrolable).i Faktori yangi tidaki dapati dikontroli

jauhi lebihi berpengaruhi daripadai faktori yangi dapati dikontrol,i karenai terkadangi

faktori yangi tidaki dapati dikontroli akani menyulitkani organisasii dalami mengambili

kebijakani dani penyusunani strategii untuki mencapaii tujuan.15i Terkaiti dengani teorii

tersebut,i adapuni faktor-faktori eksternali penyebabi tidaki adanyai transparansii

dalami pelaksanaani Perjanjiani Kerjai Waktui Tertentui (PKWT)i dii IDi Expressi

Jimbarani adalahi sebagaii berikut:

14Hasili Wawancarai dengani Ekai Karyawani IDi Expressi Jimbarani padai 21i Agustusi 2022
15Mohyi, Op cit, hlm. 77.
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1. Kebijakani pemerintah

Pemerintahi tidaki melakukani sosialisasii dani pengawasani padai IDi Expressi

Jimbaran,i sehinggai membuati perusahaani tidaki mengetahuii bahwai wajibi

melakukani pencatatani kei Dinasi Ketenagakerjaan.

2. Pelanggan

Sepertii halnyai perusahaani lain,i IDi Expressi Jimbarani jugai mengutamakani

keuntungani perusahaan,i dimanai hali yangi palingi utamai adalahi mencapaii

labai yangi maksimal,i karenai hali demikiani perusahaani selalui

mengutamakani kepuasani pelanggan,i sehinggai apabilai perusahaani

menerimai barangi yangi melebihii kuotai pengiriman,i IDi Expressi Jimbarani

merekruti karyawani dengani cepati sebagaii kurir.i Hali inii membuati

perusahaani harusi melaksanakani Perjanjiani Kerjai Waktui Tertentui (PKWT)i

dengani melanggari proseduri yangi seharusnyai ditetapkani olehi undang-

undang.

Faktor-faktori eksternali tersebuti membuati perusahaani banyaki melakukani

hali yangi seharusnyai tidaki dilakukani dani melanggari banyaki peraturani yangi

sudahi berlakui dii Indonesiai terkaiti dengani pelaksanaani Perjanjiani Kerjai Waktui

Tertentui (PKWT),i padahali faktori eksternal,i khususnyai darii Dinasi

Ketenagakerjaani sangati membantui apabilai terjadii perselisihani ataui sengketai

antarai perusahaani dengani pekerja.i Dalami sebuahi perusahaan,i baiki itui pengusahai

maupuni pekerjai padai dasarnyai memilikii kepentingani atasi kelangsungani usahai

dani keberhasilani perusahaan.i Meskipuni keduanyai memilikii kepentingani terhadapi

keberhasilani perusahaan,i tidaki dapati dipungkirii bahwai sengketai masihi seringi

terjadii antarai pengusahai dani pekerja.i Undang-Undangi No.i 2i Tahuni 2004i

Tentangi Penyelesaiani Hubungani Industriali bahwai beberapai bentuki upayai yangi

dapati dilakukani untuki menyelesaikani sengketai ataui perselisihani terkaiti dengani

perjanjiani kerjai termasuki Perjanjiani Kerjai Waktui Tertentui (PKWT)i adalahi

sebagaii berikut:

1. Bipartit

Pasali 1i angkai (10)i Undang-Undangi No.i 2i Tahuni 2004i Tentangi

Penyelesaiani Hubungani Industriali perundingani bipartiti adalahi perundingani

antarai pekerja/buruhi ataui serikati pekerja/serikati buruhi dengani pengusahai
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untuki menyelesaikani perselisihani hubungani industrial.i Bipartiti yaitui suatui

perundingani yangi dilaksanakani olehi duai pihaki antarai pekerjai dani

pengusaha,i maupuni serikati pekerjai dani pengusahai yangi terdapati padai

satui perusahaan.i Berdasarkani Undang-Undangi No.i 2i Tahuni 2004i Tentangi

Penyelesaiani Hubungani Industriali perundingani inii padai intinyai

mengutamakani jaluri kekeluargaani ataui perdamaiani melaluii musyawarahi

untuki mencapaii mufakati dalami penyelesaiani perselisihani hubungani

industrial.i Masai dilakukannyai perundingani bipartiti dibatasii maksimali 30i

harii kerjai sejaki perundingani tersebuti mulai.i Apabilai selamai 30i harii

pihaki yangi berundingi tidaki merespon,i makai dianggapi menolaki berundingi

hali itui mengakibatkani gagalnyai perundingani bipartit.i Adapuni carai

penyelesaiani bipartiti dalami Undang-Undangi No.i 2i Tahuni 2004i Tentangi

Penyelesaiani Hubungani Industriali diantaranyai adalahi diselesaikani

selambat-lambatnyai 30i hari,i adanyai perjanjiani bersamai dani ditandatanganii

olehi parai pihaki apabilai upayai bipartiti mencapaii kesepakatan,i parai pihaki

diwajibkani mendaftarkani perjanjiani bersamai dii pengadilani hubungani

industriali padai pengadilani negeri,i perjanjiani bersamai yangi sudahi terdaftari

diberikani aktei buktii pendaftaran,i apabilai salahi satui pihaki tidaki

melaksanakani perjanjiani bersama,i pihaki yangi dirugikani bisai mengajukani

permohonani eksekusi,i bipartiti dianggapi gagali apabilai dalami waktui 30i

harii salahi satui pihaki menolaki berunding,i tetapii tidaki mencapaii

kesepakatani perundingan,i jikai perundingani gagal,i keduai belahi pihaki

mencatatkani perselisihannyai kepadai instansii bidangi ketenagakerjaani

dengani melampirkani buktii -i buktii bipartit,i apabilai bukti-buktii tersebuti

tidaki terlampirkani instansii yangi bertanggungjawabi mengembalikani berkasi

dani dilengkapii maksimali 7i hari,i harusi dibuati risalahi dani ditandatanganii

parai pihaki dalami perundingani bipartit.

2. Mediasi

Adanyai upayai mediasii inii diaturi dalami Pasali 8i hinggai Pasali 16i Undang-

Undangi No.i 2i Tahuni 2004i Tentangi Penyelesaiani Hubungani Industrial.i

Mediasii merupakani carai penyelesaiani sengketai melaluii perundingani dani

memperolehi kesepakatani parai pihaki dani dibantui olehi mediator.i Dalami
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Pasali 1i angkai (11)i Undang-Undangi No.i 2i Tahuni 2004i Tentangi

Penyelesaiani Hubungani Industriali mediasii adalahi penyelesaiani hak,i

perselisihani kepentingan,i perselisihani pemutusani hubungani kerja,i dani

perselisihani antari serikati pekerja/serikati buruhi hanyai dalami satui

perusahaani melaluii musyawarahi yangi ditengahii olehi seorangi ataui lebihi

mediatori yangi netral.

3. Konsiliasi

Pasali 1i angkai (13)i Undang-Undangi No.i 2i Tahuni 2004i Tentangi

Penyelesaiani Hubungani Industriali menjelaskani bahwai konsiliasii adalahi

penyelesaiani perselisihani kepentingan,i perselisihani pemutusi hubungani

kerjai ataui perselisihani antari serikati pekerja/serikati buruhi hanyai dalami

satui perusahaani melaluii musyawarahi yangi ditengahii olehi seorangi ataui

lebihi konsiliator.i Konsiliasii merupakani penyelesaiani sengketai kontraki

diluari pengadilani melaluii perundingani yangi dilakukani keduai belahi pihaki

untuki mencapaii kesepakatani dani dibantui olehi konsiliatori dengani

memecahkani permasalahani parai pihaki yangi berseengketa,i dani lamai

prosesi penyelesaiani sengketai tersebuti selamai 30i harii kerja.

4. Arbitrase

Upayai arbitrasei diaturi dalami Pasali 2i hinggai Pasali 53i Undang-Undangi

No.i 2i Tahuni 2004i Tentangi Penyelesaiani Hubungani Industrial.i Arbitrasei

adalahi upayai penyelesaiani suatui perkarai yangi melibatkani pihaki ketigai

dani bersifati netral.i Arbitrasei merupakani suatui carai penyelesaiani sengketai

perdatai dii luari pengadilani umumi dani berdasarkani perjanjiani yangi dibuati

secarai tertulisi kepadai pihaki yangi bersengketa.i Jikai keduai belahi pihaki

ingini menyelesaikani permasalahani dengani carai arbitrasei makai yangi

bersengketai harusi sepakati dani menunjuki pihaki penengahi yangi disebuti

sebagaii arbiter,i selanjutnyai parai pihaki wajibi membuati perjanjiani tertulisi

sesuaii hasili perundingani tersebuti ataui perjanjiani tertulisi hasili darii

arbitrasei disebuti dengani klausuli arbitrase.
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5. Pengadilan

Pengadilani hubungani industriali adalahi pengadilani khususi yangi dibuati dii

peradilani umumi berwenangi untuki memeriksa,i untuki mengadili,i dani untuki

memberii putusan.i Pengadilani hubungani industriali berfungsii menyelesaikani

suatui sengketai yangi adai antarai karyawani dengani pengusahai berdasarkani

Undang-Undangi No.i 2i Tahuni 2004i Tentangi Penyelesaiani Hubungani

Industrial.i Apabilai terjadii sengketai dii antarai pihaki yangi tidaki dapati

diselesaikani secarai internal,i makai kasusi tersebuti bisai diselesaikani melaluii

pengadilani hubungani industrial.i Penyelesaiani perselisihani dii tingkati

pengadilani hubungani industriali selambat-lambatnyai 50i harii terhitungi sejaki

sidingi pertamai dilakukan.i Hukumi acarai yangi dipakaii untuki mengadilii

sengketai perbutuhani tersebuti adalahai Hukumi Acarai Perdatai yangi berlakui

dii lingkungani Pengadilani Umum,i kecualii diaturi secarai khususi olehi

Undang-Undangi No.i 2i Tahuni 2004i Tentangi Penyelesaiani Hubungani

Industrial.

Bentuk-bentuki penyelesaiani sengketai padai karyawani ataui pekerjai terkaiti

dengani Perjanjiani Kerjai Waktui Tertentui (PKWT)i dii IDi Expressi Jimbarani

mengacui padai Undang-Undangi No.i 2i Tahuni 2004i Tentangi Penyelesaiani

Hubungani Industriali tersebuti diantaranyai adalahi melaluii perundingani bipartit,i

mediasi,i konsoliasi,i arbitrase,i dani pengadilan.i Bentuk-bentuki penyelesaiani inii

disiapkani untuki sewaktu-waktui diperlukani dalami menyelesaikani sengketai terkaiti

dengani perjanjiani kerjai dii IDi Expressi Jimbaran.16

KESIMPULAN

Proseduri pelaksanaani Perjanjiani Kerjai Waktui Tertentui (PKWT)i yangi

dilakukani olehi IDi Expressi Jimbarani belumi sesuaii dengani Undang-Undangi No.i

13i Tahuni 2003i Tentangi Ketenagakerjaani yangi terdirii darii merancangi ataui

mengisii Perjanjiani Kerjai Waktui Tertentui (PKWT),i menyesuaikani haki dani

kewajibani dalami Perjanjiani Kerjai Waktui Tertentui (PKWT),i dani mencatatkani

Perjanjiani Kerjai Waktui Tertentui (PKWT)i kei Dinasi Ketenagakerjaan.

16Hasili Wawancarai dengani Timi Penasihati Hukumi IDi Expressi Jimbarani padai 18i Agustusi 2022
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Faktor-faktori internali penyebabi tidaki adanyai transparansii dalami

pelaksanaani Perjanjiani Kerjai Waktui Tertentui (PKWT)i dii IDi Expressi Jimbarani

adalahi kualitasi dani perilakui sumberi dayai manusia,i budayai organisasi,i sertai

kebijakani dani praktiki manajemen.i Meskipuni darii segii kualitasi kerjai karyawani

dii IDi Expressi Jimbarani cukupi baik,i namuni darii segii pengetahuani terkaiti

Undang-Undangi No.i 13i Tahuni 2003i Tentangi Ketenagakerjaani sangati minim,i

sehinggai meskipuni perusahaani tidaki transparani dalami melaksanakani Perjanjiani

Kerjai Waktui Tertentui (PKWT),i tidaki menjadii masalahi bagii beberapai karyawani

yangi bekerjai dii IDi Expressi Jimbaran.i Faktor-faktori eksternali penyebabi tidaki

adanyai transparansii dalami pelaksanaani Perjanjiani Kerjai Waktui Tertentui (PKWT)i

dii IDi Expressi Jimbarani adalahi kebijakani pemerintahi dani pelanggan.i Perusahaani

IDi Expressi Jimbarani merasai bahwai kebijakani pemerintahi yangi harusi

mencatatkani Perjanjiani Kerjai Waktui Tertentui (PKWT)i kei Dinasi Ketenagakerjaani

setempati membuati prosesnyai lamai dani memakani waktu.
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